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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan
Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan ASN di Kantor Camat
Medan Tembung, Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan
yang terdiri dari Kasubbag Administrasi Keuangan, Kasubbag Administrasi Umum, dan
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Medan Tembung, Kota Medan. Data dikumpulkan
berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan
triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan dengan
baik, terbukti dengan adanya pemberian tambahan penghasilan pegawai. Namun, mekanisme
pengawasan belum maksimal, dan bagian monitoring serta evaluasi terhambat oleh kendala
sistem, sehingga transparansi dalam penilaian pemberian tambahan penghasilan di Kantor
Camat Medan Tembung belum optimal.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Walikota; Tambahan Penghasilan Pegawai.

Abstract

The aim of this research is to find out how to implement Medan Mayor Regulation Number 21 of
2019 concerning Additional Income for ASN at the Medan Tembung Subdistrict Office, Medan City.
This research used qualitative methods with informants consisting of the Head of Financial
Administration Subdivision, Head of General Administration Subdivision, and Civil Servants at the
Medan Tembung Subdistrict Office, Medan City. Data was collected based on data collection
techniques, namely observation, interviews, documentation and data triangulation. The research
results show that implementation has gone well, as evidenced by the provision of additional
employee income. However, the monitoring mechanism is not yet optimal, and the monitoring and
evaluation partis hampered by system constraints, so that transparency in assessing the provision
of additional income at the Medan Tembung Subdistrict Office is not yet optimal.
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PENDAHULUAN

Pelaksanaan tugas negara dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas dan
kinerja aparatur sipil negara (ASN) (Auza, 2023; Pratama et al,, 2022). Sebagai garda terdepan
dalam penyelenggaraan pemerintahan, ASN diberi mandat untuk melaksanakan pelayanan publik,
pemerintahan, serta tugas-tugas pembangunan khusus lainnya. Hal ini meliputi penyediaan
pelayanan barang, jasa, atau pelayanan administrasi kepada masyarakat (Arifin et al.,, 2022;
Fokaaya et al., 2022; Yanti et al., 2022). Dengan demikian, ASN memegang peran penting dalam
pelaksanaan tugas-tugas negara secara menyeluruh, yang mencakup kepegawaian, manajemen,
serta penggunaan kelembagaan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, sosial, budaya,
dan politik demi kesejahteraan masyarakat (Andriani et al., 2023; Doloksaribu et al., 2022; Manalu
etal, 2019).

Dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas tersebut, ASN dituntut untuk memiliki kinerja yang
tinggi, terutama dalam hal pengembangan pelayanan publik (Purba et al,, 2022; Rahayu et al,,
2023; Sinaga et al,, 2019). Pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung
pengembangan kinerja ASN, baik di tingkat instansi maupun dalam masyarakat secara luas
(Hastuti et al.,, 2022; Subandi et al,, 2022). Keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan
pembangunan dapat diukur melalui berbagai faktor, salah satunya adalah kualitas sumber daya
manusia (SDM). Sebagai aktor utama, ASN berperan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber
daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Ginting et al,,
2020; Lubis, 2013; Simangunsong, 2015).

Posisi ASN dalam reformasi birokrasi harus dipahami sebagai aparatur profesional yang
wajib mengembangkan kompetensi dan tanggung jawabnya. ASN bertanggung jawab tidak hanya
dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, tetapi juga dalam mempertanggungjawabkan
kinerja mereka secara akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, ASN
berhak atas gaji yang adil, yang sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pemberian gaji
yang layak bagi ASN menjadi penting karena aparatur sipil negara dan keluarganya harus dapat
memenuhi kebutuhan hidup mereka (Nazlia et al., 2019; Pasaribu, 2016; Siregar et al., 2019).

Untuk mendukung kinerja ASN, pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota
Medan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tambahan Pegawai (TPP) ASN. Dalam
peraturan tersebut, disebutkan bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi ASN bertujuan
untuk memotivasi pegawai agar bekerja lebih disiplin, meningkatkan kinerja, serta bertanggung
jawab sesuai dengan tugas dan peran masing-masing (Husin et al.,, 2022; Husni et al., 2022; Rahayu
et al, 2023). TPP ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja ASN, memperbaiki pelayanan
publik, serta mendorong terciptanya birokrasi yang lebih efisien dan efektif.

Meskipun Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 telah diterapkan,
pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu masalah yang muncul adalah
rendahnya tingkat disiplin di kalangan ASN, yang tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada
individu pegawai saja (Rosenna Sihaloho et al., 2023; Saragih et al., 2019). Permasalahan disiplin
ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari atasan dan ketidakefisienan
sistem manajemen di instansi terkait. Pimpinan, dalam hal ini camat, memiliki peran penting
dalam memastikan bahwa stafnya bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, jika
pimpinan gagal dalam memantau dan memperbaiki kinerja pegawai, maka tujuan yang
diharapkan dari kebijakan pemberian tambahan penghasilan ini tidak akan tercapai secara
optimal.

Ketidakdisiplinan di kalangan ASN juga bisa disebabkan oleh lemahnya sistem koordinasi
dalam instansi, sehingga menghambat pencapaian kinerja yang optimal. Tanpa adanya mekanisme
pengawasan yang ketat dan sistematis, sulit bagi sebuah organisasi pemerintah untuk
menerapkan kebijakan tambahan penghasilan ini secara maksimal. ASN yang seharusnya
termotivasi oleh adanya tambahan penghasilan, pada kenyataannya, tidak menunjukkan
peningkatan yang signifikan dalam hal kinerja dan tanggung jawab, yang mengindikasikan bahwa
kebijakan ini belum berjalan secara efektif.

Dalam konteks Kantor Camat Medan Tembung, Kota Medan, pelaksanaan Peraturan
Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 tentang TPP bagi ASN masih membutuhkan evaluasi yang
lebih mendalam. Tujuan dari pemberian tambahan penghasilan adalah untuk memotivasi pegawai
agar lebih berprestasi dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Namun, faktor-faktor
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penghambat seperti kurangnya disiplin, lemahnya pengawasan, dan tidak optimalnya mekanisme
koordinasi di tingkat pimpinan, menjadi tantangan dalam mencapai efektivitas kebijakan ini.

Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21
Tahun 2019 di Kantor Camat Medan Tembung, Kota Medan, menjadi penting untuk dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peraturan ini diimplementasikan dan apa
saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala-kendala yang dihadapi serta memberikan
rekomendasi yang dapat membantu dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan tambahan
penghasilan bagi ASN, khususnya di Kantor Camat Medan Tembung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota
Medan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan ASN di Kantor Camat Medan
Tembung, Kota Medan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi
kebijakan tambahan penghasilan bagi ASN di Kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan
Tembung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana fokusnya adalah pemecahan masalah
melalui pengamatan dan penggambaran keadaan subjek penelitian berdasarkan fakta yang ada
saat ini. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan Medan Tembung, Jalan Kapten M. Jamil
Lubis No. 107 Medan. Penelitian ini berlangsung selama waktu yang telah ditentukan sesuai
dengan rencana penelitian. Informan penelitian merupakan individu yang memberikan informasi
kepada peneliti melalui wawancara mendalam tentang peristiwa atau hal yang menjadi subjek
penelitian. Informan dibagi menjadi tiga kelompok: informan kunci, informan utama, dan
informan tambahan.

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi
yang jelas dan akurat dalam mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah
terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid
dan relevan. Teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi
data. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung situasi di lapangan, wawancara dilakukan
untuk menggali informasi lebih mendalam dari informan, dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan data tertulis, dan triangulasi dilakukan untuk memverifikasi keakuratan data yang
dikumpulkan dari berbagai sumber.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, pengumpulan data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk menyaring data yang
relevan, pengumpulan data melibatkan penataan dan pemilahan informasi yang telah
dikumpulkan, penyajian data dilakukan untuk memudahkan pemahaman, dan kesimpulan ditarik
berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian serta memberikan gambaran
yang jelas mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tambahan
Penghasilan ASN di Kantor Camat Medan Tembung, Kota Medan

Komunikasi merupakan elemen kunci dalam setiap upaya implementasi kebijakan publik.
Dalam konteks pemerintahan, komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana di
lapangan sangat menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh
George Edwards IlI, terdapat tiga elemen penting dalam komunikasi kebijakan, yaitu transmisi,
konsistensi, dan kejelasan. Ketiga elemen ini sangat relevan dalam memahami implementasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan ASN (TPP) di
Kantor Camat Medan Tembung. Melalui komunikasi yang baik, diharapkan para Aparatur Sipil
Negara (ASN) di kantor camat tersebut dapat memahami dengan jelas prosedur, mekanisme, dan
tujuan dari kebijakan tambahan penghasilan yang diterapkan.

Transmisi kebijakan mengacu pada bagaimana kebijakan disampaikan kepada pihak yang
akan melaksanakan kebijakan tersebut, dalam hal ini ASN di Kantor Camat Medan Tembung.
Kebijakan yang disosialisasikan dengan baik akan memastikan setiap ASN mengetahui secara jelas
tentang apa yang diharapkan dari mereka, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta apa yang akan
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mereka dapatkan jika memenuhi kriteria yang ditentukan. Dalam implementasi Peraturan
Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019, transmisi kebijakan dilakukan melalui sosialisasi kepada
seluruh ASN di Kantor Camat Medan Tembung. Sosialisasi ini tidak hanya menjelaskan tujuan dan
mekanisme kebijakan, tetapi juga memberikan pemahaman yang rinci mengenai kriteria penilaian
kinerja yang digunakan untuk menentukan besarnya tambahan penghasilan yang akan diterima.

Proses transmisi ini sangat penting karena dapat membentuk pemahaman yang sama di
kalangan ASN tentang apa yang menjadi fokus dalam penilaian kinerja. Di Kantor Camat Medan
Tembung, aspek-aspek seperti kehadiran, disiplin, dan produktivitas menjadi kriteria utama
dalam penilaian tambahan penghasilan. Sosialisasi yang efektif memberikan penjelasan tentang
bagaimana setiap ASN diharapkan memenuhi standar tersebut untuk mendapatkan insentif
tambahan. Dalam hal ini, Kasubbag Administrasi Umum di kantor camat memiliki peran sentral
dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memastikan bahwa setiap ASN memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan.

Selain memastikan kebijakan diterima dengan baik, transmisi kebijakan juga mencakup
penegakan disiplin. Penegakan disiplin di Kantor Camat Medan Tembung menjadi elemen penting
dalam memastikan bahwa ASN yang tidak memenuhi kriteria tambahan penghasilan, seperti
kehadiran dan disiplin kerja, tidak mendapatkan insentif tersebut. Hal ini dilakukan untuk
menjaga keadilan dalam penerapan kebijakan. ASN yang melanggar aturan disiplin kerja akan
dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, transmisi kebijakan yang
efektif mencakup tidak hanya penyebaran informasi, tetapi juga mekanisme pengawasan yang
ketat untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan benar dan adil.

Aspek kedua yang dikemukakan oleh Edwards adalah konsistensi dalam pelaksanaan
kebijakan. Konsistensi ini sangat penting untuk memastikan kebijakan diterapkan secara seragam
di seluruh unit pelaksana. Di Kantor Camat Medan Tembung, konsistensi dalam pelaksanaan
kebijakan tambahan penghasilan ASN terlihat dari penerapan standar penilaian kinerja yang sama
untuk setiap ASN. Setiap bulan, diadakan apel pagi yang menjadi salah satu mekanisme penilaian
kedisiplinan ASN. Apel ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga menjadi salah satu indikator
penting dalam menentukan tambahan penghasilan bagi ASN yang berhak.

Konsistensi dalam penilaian kinerja tidak hanya dilakukan di tingkat kantor camat, tetapi
juga melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan. BKD secara berkala melakukan
evaluasi kinerja ASN di seluruh kecamatan, termasuk di Kantor Camat Medan Tembung. Evaluasi
ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tambahan penghasilan berjalan sesuai dengan
tujuan dan memberikan manfaat yang adil bagi setiap ASN yang berhak. Dengan melibatkan BKD,
pemerintah kota juga dapat memastikan bahwa standar penilaian kinerja diterapkan secara
seragam di seluruh wilayah.

Kejelasan dalam komunikasi kebijakan sangat penting untuk mencegah terjadinya
kesalahpahaman di antara pelaksana kebijakan. Di Kantor Camat Medan Tembung, penjelasan
mengenai kriteria penilaian kinerja yang digunakan untuk menentukan tambahan penghasilan
diberikan secara rinci kepada setiap ASN. Indikator penilaian kinerja mencakup berbagai aspek,
seperti kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan efisiensi penggunaan
sumber daya. Dengan penjelasan yang jelas, setiap ASN mengetahui dengan pasti apa yang
diharapkan dari mereka dan bagaimana kinerja mereka akan dinilai.

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun
2019 di Kantor Camat Medan Tembung, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tambahan
penghasilan ASN telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan disiplin dan kinerja
pegawai. Melalui transmisi, konsistensi, dan kejelasan kebijakan, ASN di Kantor Camat Medan
Tembung lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka serta termotivasi untuk
meningkatkan kinerja. Kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang
maksimal bagi ASN di Kantor Camat Medan Tembung serta masyarakat yang dilayani.

Identifikasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan tambahan penghasilan bagi
ASN di Kota Medan

Implementasi kebijakan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota
Medan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019, merupakan
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai. Namun, dalam pelaksanaannya,
terdapat sejumlah kendala yang menghambat tercapainya tujuan kebijakan ini secara optimal.
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Kendala-kendala tersebut meliputi masalah dalam koordinasi, pengawasan, hingga teknis
pelaksanaan yang masih belum maksimal di beberapa unit kerja, termasuk di Kantor Camat Medan
Tembung. Berikut ini adalah identifikasi kendala-kendala utama dalam implementasi kebijakan
tambahan penghasilan ASN di Kota Medan.

Salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah lemahnya koordinasi
antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses penilaian dan evaluasi kinerja ASN. Koordinasi
yang baik sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dengan efisien dan
adil. Namun, di Kota Medan, terutama di Kantor Camat Medan Tembung, terdapat kendala dalam
koordinasi antara pihak kantor camat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan.

ASN di Kantor Camat Medan Tembung sering kali harus berkoordinasi langsung dengan BKD
untuk menyelesaikan masalah teknis terkait evaluasi kinerja. Proses ini memakan waktu dan
tenaga ekstra, karena tidak semua masalah dapat diselesaikan di tingkat kantor camat. Beberapa
laporan mengindikasikan bahwa sistem evaluasi yang digunakan oleh BKD terkadang mengalami
gangguan teknis, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penilaian kinerja ASN.
Ketidakefektifan koordinasi ini pada akhirnya menyebabkan penilaian kinerja ASN sering kali
tertunda, yang berdampak langsung pada keterlambatan pemberian tambahan penghasilan.

Keterlambatan ini tidak hanya mempengaruhi motivasi ASN, tetapi juga menciptakan
ketidakpuasan di kalangan pegawai yang merasa bahwa sistem yang ada tidak berjalan dengan
baik. ASN yang telah bekerja keras untuk memenubhi kriteria tambahan penghasilan merasa tidak
dihargai ketika proses penilaian dan pencairan insentif mereka tertunda. Akibatnya, semangat
kerja mereka dapat menurun, dan ini berdampak pada produktivitas serta kualitas pelayanan
publik yang mereka berikan.

Pengawasan merupakan komponen penting dalam setiap implementasi kebijakan, termasuk
dalam pelaksanaan kebijakan tambahan penghasilan bagi ASN di Kota Medan. Pengawasan yang
ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap ASN yang mendapatkan tambahan penghasilan
memang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti kedisiplinan, kehadiran, dan prestasi
kerja. Namun, di beberapa unit kerja, pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung tidak
berjalan dengan optimal.

Di Kantor Camat Medan Tembung, misalnya, pengawasan terhadap kinerja ASN seharusnya
dilakukan secara rutin oleh atasan langsung. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini terkadang
kurang ketat. Beberapa ASN yang seharusnya tidak memenuhi syarat tambahan penghasilan tetap
mendapat insentif, karena tidak ada evaluasi yang mendalam terhadap kinerja mereka. Hal ini
menciptakan ketidakadilan di antara ASN, di mana pegawai yang seharusnya tidak memenubhi
syarat masih bisa mendapatkan tambahan penghasilan, sementara ASN lain yang bekerja lebih
keras justru mengalami penundaan atau bahkan tidak mendapatkan insentif.

Selain itu, pengawasan terhadap pelanggaran disiplin juga masih kurang tegas. Beberapa
pelanggaran yang terjadi, seperti ketidakhadiran atau pelanggaran aturan kerja, sering kali tidak
ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai. ASN yang melanggar aturan disiplin seharusnya
menerima teguran atau sanksi yang dapat mengurangi bobot penilaian kinerja mereka, namun
dalam beberapa kasus, pelanggaran tersebut diabaikan. Hal ini menyebabkan kesan bahwa
pengawasan belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

Salah satu elemen kunci dalam kebijakan tambahan penghasilan ASN adalah sistem evaluasi
kinerja. Evaluasi kinerja digunakan untuk menilai apakah seorang ASN layak mendapatkan
tambahan penghasilan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut meliputi
kedisiplinan, kehadiran, produktivitas, dan prestasi kerja. Namun, sistem evaluasi kinerja yang
digunakan di Kota Medan, terutama di Kantor Camat Medan Tembung, masih menghadapi
beberapa kendala teknis.

Evaluasi kinerja ASN sering kali tertunda karena masalah teknis dalam sistem yang
digunakan untuk menilai dan memproses data kinerja pegawai. Gangguan pada sistem ini
membuat proses penilaian menjadi lambat, dan hal ini berdampak pada keterlambatan pencairan
tambahan penghasilan. Beberapa ASN melaporkan bahwa mereka harus menunggu lebih lama
dari yang seharusnya untuk mengetahui hasil evaluasi kinerja mereka, yang kemudian
mempengaruhi kapan mereka bisa menerima tambahan penghasilan.

Selain itu, proses evaluasi kinerja tidak selalu dilakukan secara transparan. ASN sering kali
tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai hasil evaluasi kinerja mereka, sehingga mereka
tidak mengetahui mengapa mereka mendapatkan atau tidak mendapatkan tambahan penghasilan.

115



Nurul Afifah Lubis, Heri Kusmanto & Indramuda, Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dikantor Camat Medan Tembung Kota Medan

Kurangnya transparansi ini menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di kalangan ASN
terhadap sistem penilaian yang ada. Mereka merasa bahwa evaluasi kinerja tidak dilakukan secara
objektif dan adil, sehingga tujuan kebijakan tambahan penghasilan untuk meningkatkan kinerja
pegawai tidak tercapai secara maksimal.

Sosialisasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap ASN memahami
dengan jelas tujuan, mekanisme, dan kriteria kebijakan tambahan penghasilan. Namun, di
beberapa unit kerja, sosialisasi kebijakan ini masih kurang optimal. Banyak ASN yang belum
sepenuhnya memahami bagaimana kinerja mereka akan dinilai, dan apa yang harus mereka
lakukan untuk memenuhi syarat tambahan penghasilan.

Di Kantor Camat Medan Tembung, meskipun telah dilakukan sosialisasi terkait kebijakan
tambahan penghasilan, masih ada ASN yang bingung tentang detail kriteria penilaian kinerja.
Beberapa ASN tidak mengetahui bahwa kehadiran dan kedisiplinan sangat mempengaruhi
penilaian kinerja mereka. Kurangnya pemahaman ini membuat mereka tidak memprioritaskan
aspek-aspek yang dinilai, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil evaluasi mereka.

Selain itu, beberapa ASN merasa bahwa informasi mengenai kebijakan tambahan
penghasilan tidak disampaikan secara jelas dan lengkap. Mereka merasa bahwa sosialisasi yang
dilakukan hanya bersifat formalitas, tanpa memberikan penjelasan yang mendalam tentang
bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja untuk memenubhi kriteria tambahan penghasilan.
Kurangnya pemahaman ini menyebabkan ASN tidak dapat memaksimalkan potensi mereka dalam
memenuhi syarat untuk mendapatkan tambahan penghasilan.

Kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan tambahan penghasilan bagi
ASN di Kota Medan berdampak langsung pada kinerja dan motivasi pegawai. Keterlambatan dalam
penilaian kinerja dan pencairan tambahan penghasilan membuat ASN merasa tidak dihargai atas
usaha dan kerja keras mereka. Beberapa ASN yang telah bekerja keras untuk memenuhi kriteria
tambahan penghasilan merasa kecewa ketika insentif yang mereka harapkan tidak segera cair.

Hal ini berdampak pada penurunan motivasi kerja di kalangan ASN. Mereka yang merasa
tidak mendapatkan penghargaan yang setimpal atas kinerja mereka cenderung kehilangan
semangat untuk bekerja lebih keras. Penurunan motivasi ini berdampak langsung pada
produktivitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Padahal, salah
satu tujuan dari kebijakan tambahan penghasilan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan
disiplin ASN, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Implementasi kebijakan tambahan penghasilan ASN di Kota Medan, khususnya di Kantor
Camat Medan Tembung, menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan
kebijakan ini secara maksimal. Koordinasi yang tidak efektif, pengawasan yang lemah, sistem
evaluasi yang belum efisien, serta kurangnya pemahaman ASN terhadap kebijakan ini menjadi
tantangan utama yang perlu diatasi. Meskipun kebijakan tambahan penghasilan bertujuan untuk
meningkatkan kinerja dan motivasi ASN, hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan
pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan dengan optimal.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan perbaikan dalam sistem evaluasi
kinerja, peningkatan transparansi dalam proses penilaian, serta sosialisasi yang lebih efektif untuk
memastikan bahwa setiap ASN memahami kriteria dan mekanisme kebijakan tambahan
penghasilan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi ASN
di Kota Medan serta masyarakat yang mereka layani.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tambahan
Penghasilan ASN di Kantor Camat Medan Tembung telah berjalan dengan baik, terutama melalui
proses komunikasi kebijakan yang efektif. Tiga elemen kunci—transmisi, konsistensi, dan
kejelasan—memastikan bahwa setiap ASN memahami dengan jelas kriteria dan mekanisme yang
harus dipenuhi untuk memperoleh tambahan penghasilan. Sosialisasi yang dilakukan secara
menyeluruh membantu ASN mengetahui standar penilaian yang diterapkan, seperti kedisiplinan,
kehadiran, dan produktivitas. Pengawasan yang ketat serta keterlibatan Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Kota Medan dalam evaluasi kinerja turut memastikan bahwa kebijakan ini
diterapkan secara adil dan merata. Kebijakan tambahan penghasilan ini telah berhasil
meningkatkan motivasi dan kinerja ASN, yang pada akhirnya berdampak positif pada kualitas
pelayanan publik di Medan Tembung. Dengan kebijakan yang jelas dan pelaksanaan yang
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konsisten, ASN termotivasi untuk bekerja lebih baik, dan masyarakat pun diuntungkan dengan
layanan yang lebih berkualitas.

Implementasi kebijakan tambahan penghasilan bagi ASN di Kota Medan, khususnya di
Kantor Camat Medan Tembung, masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat
pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Kendala-kendala ini mencakup koordinasi yang tidak
efektif antara unit-unit terkait, lemahnya pengawasan, keterlambatan dalam sistem evaluasi
kinerja, serta kurangnya pemahaman ASN terhadap mekanisme dan kriteria kebijakan tersebut.
Kendala-kendala ini tidak hanya berdampak pada proses pelaksanaan kebijakan, tetapi juga
mempengaruhi motivasi dan kinerja pegawai, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas
pelayanan publik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan perbaikan dalam berbagai
aspek, termasuk meningkatkan efektivitas koordinasi, memperketat pengawasan, memperbaiki
sistem evaluasi kinerja, dan melakukan sosialisasi kebijakan yang lebih komprehensif. Dengan
demikian, diharapkan kebijakan tambahan penghasilan ASN dapat berjalan lebih efektif dan
memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan kinerja ASN serta pelayanan publik di
Kota Medan.
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